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BUPATI LAMONGAN,

bahwa Batik merupakan warisan budaya dunia
yang perlu dilestarikan dalam rangka
mewujudkan kebanggaan sebagai bangsa
Indonesia;
bahwa penggunaan pakaian batik sebagai
pakaian dinas harian di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 24
Tahun 2}ll, digunakan selama 2 (dua) hari
kerja;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b, maka sehubungan
dengan adanya penambahan hari dalam
penggunaan pakaian dinas harian Batik, dan
untuk keserasian penggunaan Batik pada hari-
hari kerja, perlu mengubah Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 24 Tahun 2}ll tentang
Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam
Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus
1esO);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
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3.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun lggg
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l2S,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44371 sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OOB
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aSaal ;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OI1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OlI Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a1;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang
Desa (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a9S);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4
tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l4L, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aaael;
Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OOT
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7aTl;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OtO
tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
7 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nbmor 43 Tahun 2Ol4
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

1O. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun lg7l
tentang Korp Pegawai Republik Indonesia;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35
Tahun 2005 tentang Pedoman pakaian Dinas,
Perlengkapan dan Peralatan satuan polisi
Pamong Praja;

4.

5.

6.

7.

8.
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Menetapkan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60
Tahun 2OO7 tentang Pakaian Dinas Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 53 Tahun 2OO9;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11

Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala
Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 32);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor t28
Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan
Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 24
TAHUN 2OII TENTANG PAKAIAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN.

Pasal I

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 24 Tahun 2}ll tentang Pakaian

Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun2O11 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 6 ayat (a) dan ayat (7\diubah, sehingga berbunyi :

"(41 pon warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21

dan ayat (3) huruf a dan huruf b dipakai pada hari senin dan
selasa bagi Kepala Daerah, Kepala Desa, Pegawai Negeri sipil
Non Struktural dan Pejabat Struktural Eselon IV.

(71 PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan motif
atau ciri khas daerah, dipakai pada hari rabu, dan untuk Batik
dengan motif umum, dipakai pada hari kamis dan hari jumat
setelah pelaksanaan kegiatan olahr aga."

2. Pasal 7 diubah ayat (21, sehingga berbunyi :

"(21 PSH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b dipakai pada hari senin dan selasa bagi Kepala
Daerah, wakil Kepala Daerah, pejabat Eselon I, II dan III."
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, nremerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan

Diundangkan di Lanongan
Pada tanggal23 Juli 2Ol4

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMdnOen

/Ilv &.

r.rlnr6rffirerorI
BERITA DAERAH KABUPATEN I,AMONGAN TAHUN 2014 NOMOR 21


